
 
 

 

 
 

 
BUPATI MAJENE  

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN BUPATI MAJENE 
NOMOR  9 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 
MEKANISME PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA                           

YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAJENE,  
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Mekanisme Pemberhentian Badan 
Permusyawaratan Desa Yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala 

Desa;  
 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                      
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43                   
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan 
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020, Nomor 1409); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri     Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majene Tahun 2019 Nomor 6); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERHENTIAN 
BPD YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Majene. 

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Majene 
yang dipimpin oleh camat. 
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5. Pemerintah Kecamatan adalah camat beserta perangkat 

kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi 
perangkat kecamatan. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Anggota BPD adalah anggota BPD di Kabupaten Majene. 

10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan 
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam 

rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daera. 

13. Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa yang selanjutnya 
disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan 
proses pemilihan Kepala Desa. 

14. Bakal calon adalah warga negara indonesia yang 

berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan 
sebagai bakal calon kepala desa. 

15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang 
telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang 

berhak dipilih menjadi kepala desa. 

16. Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Desa. 

17. Hari adalah hari kalender. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi ; 

a. pemberhentian anggota BPD; 

b. mekanisme pemberhentian BPD yang ditetapkan sebagai 
calon Kepala Desa; 

c. pendanaan; 
 

 
BAB III 

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD 

 
Pasal 3 

Anggota BPD diberhentikan apabila: 

a. berakhir masa keanggotaan;  

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) 

bulan tanpa keterangan apapun;  

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;  

d. tidak melaksanakan kewajiban;  

e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;  

f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;  

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih;  

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD 
lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 
(enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa 

baru, pemekaran atau penghapusan desa;  

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau  

k. ditetapkan sebagai calon kepala desa. 
 
 

BAB IV 
MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD                                                    

YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA  
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 4 

Anggota BPD yang diberhentikan karena ditetapkan sebagai 
calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf k, diatur dengan mekanisme : 

a. pemberian cuti; dan 
b. penetapan pemberhentian anggota BPD. 
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Bagaian Kedua 
Pemberian Cuti 

 
Pasal 5 

(1) BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib 
mengajukan permohonan Cuti Kepada Pimpinan BPD. 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti 
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal 
calon kepala desa. 

(3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan sampai batas waktu ditetapkan sebagai calon 

kepala desa. 
 

Bagaian Ketiga 
Penetapan Pemberhentian Anggota BPD 

 
Pasal 6 

(1) Pimpinana BPD mengusulkan Pemberhentian anggota BPD 
kepada Bupati melalui Kepala Desa berdasarkan hasil 

musyawarah. 

(2) Kepala Desa menindak lanjuti usulan pemberhentian 
anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 

(tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dengan 
memperhatikan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala 

Desa. 

(3) Camat menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota 

BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya usul pemberhentian dengan memperhatikan 
jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa. 

(4) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota BPD paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul 

pemberhentian anggota BPD dengan memperhatikan jadwal 
dan tahapan pemilihan kepala desa. 

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
 

 
BAB V 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 7 

 
Biaya yang digunakan dalam proses pemberhentian Anggota 

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Majene. 

 
 

Ditetapkan di Majene 

pada tanggal 9 Juni 2023 
 

BUPATI MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 

A. ACHMAD SYUKRI 

 
Diundangkan di Majene 

pada tanggal 12 Juni 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 
ARDIANSYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 9. 

 
 


